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Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang penyelesaian sengketa jual beli 
tanah dimana penjual dan pembeli sebelumnya telah sepakat untuk melakukan 
transaksi jual beli tanah dan telah dibuat akta jual beli tanah akan tetapi pihak 
penjual secara sepihak ingkar atas perjanjian tersebut dan melakukan pembatalan 
jual beli Pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu normatif dengan 
meneliti kaidah-kaidah hukum, dan asas hukum tentang jual beli tanah sehingga 
dapat dilihat kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa jual beli akibat adanya 
pembatalan secara sepihak oleh penjual. Jenis penelitian yang digunakan penulis 
adalah jenis penelitian yang bersifat diskriptif, karena dimaksudkan untuk 
menggambarkan secara menyeluruh tentang penyelesaian sengketa jual beli akibat 
adanya pembatalan secara sepihak oleh penjual. Hasil penelitian yang diperoleh; a) 
Bahwa Penggugat telah setuju dan sepakat membeli tanah yang merjadi hak warisan 
Para Tergugat I s/d. XI peninggalan almarhum RMT. Wiryodiningrat yakni tanah 
perceel  bekas Recht Van Eigendom (RVE) Vervonding Nomor: 295, Sriwedari 
Kota Surakarta luas lebih kurang 99.889 M2. Tanpa sebab dan alasan yang jelas 
serta dibenarkan menurut hukum, Surat Kuasa dalam Akta Notaris No.04 tgl. 03 
Maret 2006 (sebagai partij akta) secara sepihak pada tgI 04 Desember 2009 telah 
dicabut dengan Akta Notaris Nomor: 14 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat XII 
(Tri Budi Esti, S.H. Notaris/PPAT ) di Surakarta, perbuatan hukum yang, demikian 
adalah tidak sah dan Pencabutan Surat Kuasa tersebut adalah cacat hukum serta 
tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya; b) Hakim dalam menentukan 
pembuktian menyatakan Tergugat tidak dapat memberikan alasan yang dibenarkan 
dalam hukum yang berlaku mengenai pencabutan Surat Kuasa dalam akta Notaris 
No.04 tgl. 03 maret 2006 oleh para Tergugat I s/d XI dari Penggugat, sebagaimana 
Akta Notaris No. 14 tgl 9 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 
XII dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan musyawarah adalah merupakan 
perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat sebagai pembeIi tanah posita 
1 gugatan yang sudah terikat dengan persetujuan dan kesepakatan dengan para 
Tergugat I  s/d X1; c) Hakim memutuskan diantaranya yaitu: Menyatakan sah 
menurut hukum Akta Notaris No.03 tanggal 3 Maret 2006 yang berisi perjanjian 
pelepasan hak atas tanah perceel bekas Recht Van Eigendom (RVE) Vervonding 
Nomor : 295 Sriwedari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah dan Menyatakan 
menurut hukum bahwa pencabutan secara sepihak oleh para Tergugat I s/d XI dari 
pengugat atas Surat Kuasa dalam AKta Notaris (Ny.Silviani Tri Budi Esti,SH. 
Notaris/ PPAT di Surakarta) adalah tidak berkekuatan hukum. 
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In this study, researchers will examine the settlement of land purchase disputes 
where previous sellers and buyers have agreed to sell belitanah transactions and 
have made a sale and purchase deed but the seller will not agree to the agreement 
and cancel the sale and purchase The approach method used in this paper is the 
normative approach because the ones studied are legal norms, and the legal 
principle regarding the sale and purchase of land so that it can be seen from the 
legal position in settling the sale and purchase dispute due to unilateral cancellation 
byseller. the type of research used by the writer is a type of descriptive research, 
because it is intended to describe the whole of the sale and purchase dispute due to 
unilateral cancellation by the seller. Research results obtained; a) That the Plaintiff 
has agreed and agreed to purchase land which is the right of inheritance of the 
Defendants I up to. XI legacy of the late RMT. wiryodiningrat namely the land 
perceel the former Recht Van Eigendom (RVE) Vervonding Number: 295, 
Sriwedari Surakarta City covering an area of approximately 99,889 M2. Without 
reason and reason that is clear and justified by law, Power of Attorney in Notarial 
Deed No. 04 March 03, 2006 (as part of deed) unilaterally on December 4, 2009 has 
been revoked with Notarial Deed Number: 14 made by and before the Defendant 
XII (Tri Budi Esti, S.Hnotary / PPAT) in Surakarta, legal actions which, 
accordingly are invalid and the Revocation of the Power of Attorney is legally 
flawed and has no legal force with all its consequences; b) The Judge stated that the 
Defendant could not provide justifiable reasons in the applicable lawRevocation of 
Power of Attorney in Notarial deed No. 04 dated March 3, 2006 by Defendants I to 
XI of the Plaintiff, as Notary Deed No. 14 December 9, 2009 made by and before 
the Defendant XII carried out unilaterally without consent and deliberation is an 
actagainst the law, and harming the Plaintiff as the owner of the land claim 1 claim 
that has been bound by the agreement and agreement with the Defendants I up to 
X1; c) The judge decides among others, namely: Declaring lawful according to the 
law of Notary Deed No. 03 dated March 3, 2006 which contains the 
agreementrelease of rights to the land of perceel former Recht Van Eigendom 
(RVE) Vervonding Number: 295 Sriwedari Surakarta City of Central Java Province 
and Declare according to law that unilaterally revoked by Defendants I up to XI 
from the plaintiff on Power of Attorney in Notary Act (Mrs. Silviani Tri BudiEsti, 
SH.notary / PPAT in Surakarta) is not legally enforceable. 
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Dalam kehidupan sehari-hari,manusia saling berinteraksi satu sama lain terutama 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut bisa berupa barter maupun 
jual beli. Dalam dunia pertanahan jual beli juga merupakan salah satu interaksi 
didalamnya. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum 
barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka 
mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi 
Pasal 1458 yakni: 
“jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika 
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 
harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya 
belumdibayar.”1 
 Jual beli menurut UUPA adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak 
milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang 
pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual jual-beli yang 
mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk 
hukum agraria.  
 Pasal 1458 KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu 
perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada 
dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, 
baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis 
menunjukkan saat lahirnya perjanjian. Istilah jual beli tanah dalam peraturan 
perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyangkut pemindahan hak milik atas tanah 
yang berbunyi bahwa "setiap jual beli, penukaran penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak dengan 
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langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara 
yang disamping kewarganegaraan Indonesia, mempunyai kewarganegaraan asing 
atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud 
dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada 
Negara dengan ketentuan bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tanah tidak 
dapat dituntut lagi" 
 Suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang 
diinginkan oleh para pihak. Proses jual beli tanah dapat menimbulkan sengketa 
karena karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi 
antara orang perorangan dan atau badan hukum mengenai status penguasaan dan 
atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang 
tanah tertentu oleh pihak tertentu.2 Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang 
kurang tepat pada akhirnya akan menimbulkan sengketa. 
 Timbulnya sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang 
atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah 
merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Adapun materi gugatan 
dapatberupa tuntutan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas 
tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya.3 
 Usaha mempertahankan hak dan kewajibannya, orang harus bertindak 
berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila pihak yang 
bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai, maka 
pihak yang merasa dirugikan dapat membawa ke pengadilan untuk penyelesaian 
sengketanya. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam hukum acara 
perdata. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk 
memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan 




peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana 
mestinya.4 
 Dalam penelitianini, peneliti akan meneliti tentang penyelesaian sengketa jual 
beli tanah dimana penjual dan pembeli sebelumnya telah sepakat untuk melakukan 
transaksi jual beli tanah dan telah dibuat akta jual beli tanah akan tetapi pihak 
penjual secara sepihak ingkar atas perjanjian tersebut dan melakukan pembatalan 
jual beli. Hal tersebut merugikan pihak pembeli dan dapat dikatakan sebagai 
perbuatan melawan hukum, untuk itu penjual mengajukan surat gugatan ke 
Pengadilan Negeri Klaten agar masalah tersebut dapat terselesaikan. 
 Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul, “Penyelesaian Sengketa Terhadap 
Pembatalan Sepihak Atas Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Penjual  (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Klaten)” 
2. METODE PENELITIAN 
 Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi 
hal-hal sebagai berikut : 
2.1 Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
pendekatan normatif karena yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, dan 
asas hukum tentang jual beli tanah sehingga dapat dilihat kedudukan 
hukum dalam penyelesaian sengketa jual beli akibat adanya pembatalan 
secara sepihak oleh penjual. 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang 
bersifat diskriptif, karena dimaksudkan untuk menggambarkan 
secara menyeluruh tentang penyelesaian sengketa jual beli akibat 
adanya pembatalan secara sepihak oleh penjual. 
 
b. Sumber Data 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut : 
1) Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data 
sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan : 
a) Bahan Hukum Primer 
Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 
adalah : 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(2) HIR/ Rbg 
(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(4) Yurispundensi yang berkaitan dengan penyelesaian 
sengketa jual beli tanah akibat adanya pembatalan 
secara sepihak oleh penjual. 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum 
sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari 
literatur atau buku-buku bacaan, laporan-laporan dan hasil 
penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
c) Bahan Hukum Tersier 
   Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum 
 
2) Penelitian lapangan 
Penelitian lapanga di lakukan guna mendapatkan data primer 
yang dapat diperoleh melalui :  
a) Lokasi Penelitian 
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Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengmbil lokasi 
di Pengadilan Negeri Klaten 
b) Subyek Penelitian  
Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa jual beli 
tanah, yakni Hakim yang pernah memeriksa dan 
memutus perkara jual beli tanah. 
2.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Studi Kepustaaan 
Dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dengan tujuan 
untuk memperoleh data yang diperoleh dengan cara mencari, 
mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip data-data 
yang diperlukan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 
data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
b. Penelitian lapangan 
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 
langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data 
primer, yang dilakukan dengan cara:  
1) Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak 
terkait,yakni Hakim dan notaris.  
2)  Wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memperoleh sejumlah informasi 
dengan bertanya langsung kepada pihak terkait, yakni Hakim 
dan notaris. 
2.3 Teknik Analisis Data 
Analisa yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah analisa data 
secara kualitatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan, 
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yurisprudensi tentang sengketa jual beli tanah akibat adanya pembatalan 
secara sepihak oleh penjual, literatur terkait permasalahan pembatalan 
sepihak dalam transaksi jual beli tanah oleh penjual, yang akan dipadukan 
dengan pendapat responden di lapangan lalu dianalisis secara kualitatif, 
dicari pemecahan masalahnya dan diambil kesimpulan. 
3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses jual beli tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan 
cara penyelesaiannya karena terjadi sengketa pembatalan transaksi jual beli 
tanah secara sepihak oleh penjual 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membutnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik.”5 
 Perjanjian itu mengikat terhadap para pihak yang melakukan perjanjian 
tersebut. Status kepemilikan hak atas tanah itu tergantung pada bagaimana 
keadaan waktu perjanjian itu dibuat. Apabila pada saat awal melakukan 
perjanjian jual beli tanah dimana pembelinya adalah dua orang maka hak 
milik atas tanahnya juga dimiliki oleh dua orang.6 
 Terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah, maka orang yang 
memiliki suatu tanah yang belum di daftarkan maka harus wajib di daftarkan 
di Kantor Pertanahan agar mendapatkan suatu kepastian hukum dan 
perlindungan hukum. Pendaftaran tanah dilakukan oleh PPAT setempat. 
Apabila suatu tanah yang dimiliki lebih dari satu orang maka hak milik atas 
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tanahnya juga harus atas nama dua orang tersebut dan masing-masing pihak 
mendapatkan separo bagian yang sama atas tanah itu.7 
 Pasal 19 UUPA menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Jadi, jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT. Fungsi dari PPAT 
dalam jual beli hak atas tanah untuk membuktikan bahwa telah menjadi dan 
memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan untuk menghindarkan 
suatu sengketa dikemudian hari. Akta yang dibuat PPAT ini merupakan akta 
autentik yang artinya adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, 
mengenai peristiwa yang telah disebutkan dalam akta tadi. Proses jual beli 
hak atas tanah menganut asas-asas yang berlaku dalam perjanjian pada 
umumnya..8 
 Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum. 
Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran 
tanah, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan 
kepastian objek hak. Pendaftaran ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda 
bukti haknya.9 
 Ketentuan kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 19 
UUPA. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dinyatakan 
bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas: asas sederhana, 
asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir, dan asas terbuka.10 
 Proses jual beli hak atas tanah maka timbul suatu hak dan kewajiban bagi 
masing-masing pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli hak atas tanah, 
dimana pihak penjual berhak menerima uang hasil penjualan dan 
berkewajiban memenuhi prestasi yaitu dengan menyerahkan objek jual beli 
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tersebut, dan juga sebaliknya pihak yang pembeli berkewajiban membayar 
uang kepada penjual dan berhak menerima objek perjanjian.11 
 Penyelesaian sengketa jual beli tanah dapat dilakukan melalui dua jalur, 
yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi 
dilakukan melalui mediasi, sedangkan penyelesaian melalui litigasi yaitu 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan kasus mengenai 
gugatan wanprestasiatas jual beli tanah dalam Perkara Perdata Putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta.12 
3.2 Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara 
pembatalan transaksi jual beli tanah secara sepihak oleh penjual 
Tahap awal dalam proses persidangan dimulai dengan pengajuan gugatan 
oleh penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Surakarta  dalam bentuk 
tertulis. setelah gugatan didaftarkan, kemudian akan dibuat surat panggilan 
kepada para pihak untuk menghadiri persidangan.13 
 Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan untuk melaksanakan 
persidangan, hakim melalui surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, 
ditunjuk sebagai anggota majelis hakim yang akan mengadili perkara 
Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan  Sepihak Atas Transaksi Jual 
Beli Tanah Oleh Penjual dengan Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2012/Pn.Ska 
antara 1 Penggugat (Haji Muhammad Jaril) dengan 12 Orang Tergugat, salah 
satunya berprofesi sebagai Notaris dan PPATK.14 
 Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, 
menerima gugatan dan mempelajari gugatan untuk mengetahui peristiwa 
hukum yang dihadapi oleh Penggugat,sehingga majelis hakim menetapkan 
hari sidang. 
 Pada sidang pertama adalah perkara Penyelesaian Sengketa Terhadap 




Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2012/Pn.Ska. pada sidang pertama ini baik 
Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan.15 
 Proses persidangan dimulai dengan Penggugat membcakan gugatan dan 
kemudian akan dijawab oleh Tergugat dengan mengajukan peristiwanya 
dalam jawaban. Isi Gugatan yang diajukan Penggugat diantaranya adalah 
bahwa Penggugat membeli tanah waris kepada para Tergugat (Jaril sebagai 
Ahli waris). Selain itu Penggugat juga sudah melakukan pembayaran dimuka 
sebesar 500 juta rupiah. Akan tetapi tanpa alasan dan pemberitahuan, 
Tergugat mencabut secara sepihak nama Penggugat selaku pemilik tanah 
melalui akta tanah yang dibuat dihadapan Notaris secara sepihak.16 
 Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy Akta Notaris 
No.04 tgl. 03 Maret 2006 tentang Perjanjian pelepasan tanah tanah bekas 
perceel Recht Van Eigendom (RVE) Vervording No.295 Sriwedari Kota 
Surakarta antara Muh Jaril dengan Ahli waris R.M.T Wiryodiningrat, Surat 
undangan membahas kawasan Sriwedari, Pembatalan Hak Pakai No. 11 dan 
15, Pengaduan H.Muh.Jaril tentang penyelesaian status hak atas tanah.17 
 Pihak Tergugat melakukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh 
Penggugat, diantaranya yaitu bahwa Penggugat diawal kesepakatan yang 
tertuang dalam perjanjian mengaku akan mengurus semua mengenai 
administrasi dengan jangka waktu 8 bulan, jika lebih dari 8 bulan maka 
perjanjian dianggap batal dan uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat 
tidak dapat diminta kembali lagi. 
 Pada dasarnya, kekuatan dari alat-alat bukti tersebut didasarkan kepada 
urutannya artinya alat bukti yang pertama sebagai alat bukti yang 
kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti di bawahnya. 




konkritnya dan sekaligus dirumuskan bahwa peristiwa yang disengketakan 
tersebut, benar-benar telah terjadi.18 
 Salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, 
maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam 
persidangan. hakim, untuk membagi beban pembuktian antara penggugat 
atau tergugat yang harus membuktikan. Dalam hal ini, penggugat wajib 
membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib 
membuktikan bantahannya 
 Berdasarkan pada pemeriksaan pembuktian persidangan tersebut dapat 
diambil suatu Kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat 
dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:19 
3.2.1 Gugatan Penggugat 
a. Penggugat telah setuju dan sepakat membeli tanah yang merjadi.hak 
warisan Para Tergugat I s/d. XI peninggalan almarhum RMT. 
WIRYODININGRAT yakni tanah perceel  bekas Recht Van Eigendom 
(RVE) Vervonding Nomor: 295, Sriwedari Kota Surakarta luas lebih 
kurang 99.889 M2. 
b. Sebagai bukti tunggu maka uang diberikan dan dipergunakan operasional 
pengurusan kelengkapan surat-surat yang menjadi kewajiban ahli waris 
almarhurn, RMT. WIRYODININGRAT, sebesar Rp.500.000.000,00 ( 
lima ratus juta rupiah ) sudah diserahkan kepada para, Tergugat I s/d XI 
untuk seluruh ahli waris almarhum RMT.Wiryodiningrat sudah dibayar 
tunai, genap dan lunas. 
c. Tanpa sebab dan alasan yang jelas serta dibenarkan menurut hukum, 
Surat Kuasa dalam Akta Notaris No.04 tgl. 03 Maret 2006 (sebagai partij 
akta) secara sepihak pada tgI 04 Desember 2009 telah dicabut dengan 
Akta Notaris Nomor: 14 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat XII (Tri 
Budi Esti, S.H. Notaris/PPAT) di Surakarta. 
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d. Pencabutan Surat Kuasa dalam akta Notaris No.04 tgl. 03 maret 2006 
oleh para Tergugat I s/d XI dari Penggugat, sebagaimana Akta Notaris 
No. 14 tgl 9 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 
XII dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan musyawarah adalah 
merupakan perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat 
sebagai pembeIi tanah posita 1 gugatan yang sudah terikat dengan 
persetujuan dan kesepakatan dengan para Tergugat I  s/d X1. 
3.2.2 Saksi Penggugat 
 Saksi mengetahui bahwa Jaril memberikan uang Rp.500.000.000,- 
kepada ahli waris Wiryodiningrat sebagai uang muka pembelian tanah 
Sriwedari dan kenal dengan Jaril selaku kuasa ahli waris tanah Sriwedari. 
Akan tetapi saksi tidak tau perkara yang timbul antara Penggugat dengan 
para Tergugat. 
3.2.3 Saksi Ahli 
 Saksi ahli menjelaskan Bahwa seorang notaris harus menolak 
membuatkan akta pancabutan surat kuasa tersebut secara sepihak karena 
didalamnya terdapat terdapat hal yang melanggar hukum atau melanggar 
salah satu syarat syahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal. 
  Pada pengantar pencabutan tertulis kata-kata “perlu kami 
tekankan bahwa pencabutan kuasa terhadap bapak tersebut, seluruh ketua 
kelompok masih menghargai prestasi bapak dengan cara akan 
memperhitungkan apabila kami mendapat investor”(bukti surat P-4) 
menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pemberi kuasa. Dalam 
perjanjian maupun surety kuasa tidak ada jangka waktu delapan bulan 
dan apabila terjadi keterlambatan tidak ada sanksi pencabutan, adanya 
hanya kehilangan uang Rp.500.000.000, dengan dicabutnya surat kuasa 
pengurusan kelengkapan surat-surat, perjanjian pokok jual beli tanah 
masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. 
3.2.4 Eksepsi Tergugat 
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a. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Akta Perjanjian No:03 tanggal 3 Maret 2006 
dimaksud, Penggugat mengaku bisa mengurus perkara sebagaimana 
terurai pada poin 2 tersebut diatas dan Penggugat berjanji /sanggup untuk 
mengurus serta menyelesaikan perkara sengketa tanah antara Para 
Tergugat dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta tersebut selama-lamanya 8 (delapan) bulan terhitung sejak 
tanggal dibuatnya Akta Perjanjian No : 3 dimaksud yakni tanggal 3 
Maret 2006 sehingga dengan demikian selambat-lambatnya tanggal 3 
Nopember 2006 , pengurusan perkara tanah Sriwedari antara Para 
Tergugat dengan Pemkot Surakarta dan Kantor Pertanahan tersebut telah 
selesai tuntas. 
b. Ayat 2 perjanjian dimaksud pada intinya telah dinyatakan dengan tegas 
bahwa : Apabila Penggugat gagal memenuhi kewajibanya untuk 
mengurus perkara tersebut, maka uang sejumlah Rp.500.000.000,- ( 
Lima ratus juta rupiah) tidak dapat diminta kembali oleh Penggugat dan 
Para Tergugat tidak wajib untuk mengembalikan uang tersebut kepada 
Penggugat. 
c. Penggugat tidak bisa mengurus perkara dimaksud sampai tuntas sesuai 
dengan prosedur yang ada bahkan perkara tersebut diterlantarkan dan 
untuk itu Para Tergugat telah berusaha untuk mengingatkan Penggugat 
tentang kewajibanya untuk mengurus perkara tanah tersebut sampai 
tuntas sesuai perjanjian, namun Penggugat selalu menghindar dan 
berkelit sehingga penyelesaian perkara tanah dimaksud terkatung-katung 
tidak jelas arahnya serta langkah hukum yang diambil Penggugat juga 
tidak jelas. 
3.3 Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara 
pembatalan transaksi jual beli tamah secara sepihak oleh penjual 
Tahap penentuan diakhiri dengan menjatuhkan putusan. Dalam tahap 
penentuan ini ditentukan nasib para pihak, apakah dimenangkan atau 
dikalahkan. Apabila gugatan diterima seluruhnya atau sebagian maka 
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penggugat dimenangkan, sebaliknya apabila gugatan ditolak seluruhnya atau 
sebagian, maka tergugat yang dimenangkan.20 
 Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim 
harus terlebih dahulu mengadakan siding musyawarah. Dalam sidang ini, 
para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan 
dalam sidang terbuka untuk umum.21 
 Kegiatan hakim dalam proses peradilan perdata adalah memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim 
untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh pencari keadilan dilakukan 
melalui kegiatan mengkonstatasi peristiwa konkrit, menyeleksi atau 
mengidentifikasi peraturan yang menguasai peristiwa konkrit, meng 
kualifikasi peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum, mencarikan 
pemecahannya dengan memperhatikan idée des rechts, memutuskan siapa 
yang berhak dan memberi hukumnya dalam bentuk putusan. Selanjutnya 
mengawasi pelaksanaan pu-tusan sehingga tidak menimbulkan masalah 
hukum yang baru.22 
 Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang 
bersifat kompleks dari pemeriksaan perkara. Kegiatan pemeriksaan perkara 
dimulai sejak proses jawab menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Dari 
proses jawab menjawab, hakim mengetahui peristiwa yang sekiranya 
menjadi sengketa. Kemudian hakim harus memperoleh kepastian tentang 
sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi.23 
 Berdasarkan kesimpulan pembuktian tersebut di atas Penggugat dapat 
membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat 
membuktikan sanggahannya dalam jawaban gugatan. Sesuai dengan 
ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tergugat terbukti telah melakukan 




milik atas tanah yang berakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat untuk 
membayar ganti rugi seluruh biaya sendiri. Maka sudah sewajarnya dalam 
hal ini gugatan penggugat untuk selurugnya dan Tergugat di hukum untuk 
membayar seluruh biaya perkara ini.24 
 Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,munculnya Surat Kuasa 
No.04 tanggal 03 Maret 2006 tidak bisa dilepaskan dengan diadakannya 
kesepakatan antara Pengugat dan para Tergugat mengenai pelepasan hak 
/kesepakatan jual-beli tanah perceel bekas Recht Van Eigendom (RVE) 
Vervonding Nomor : 295 Sriwedari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah 
yang dituangkan dalam Akta Notaris  No.03 tanggal 3 Maret 2006 yang 
dibuat oleh Tergugat XII. (vide Akta No.03 tanggal 3 Maret 2006 pasal 5).25 
 Segala ketentuan mengenai surat kuasa dalam hal ini Surat Kuasa No.04 
tanggal 03 Maret 2006 tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan yang 
mengikat mengenai sebuah perjanjian dalam hal ini mengenai pelepasan hak 
/kesepakatan jual-beli tanah perceel bekas Recht Van Eigendom (RVE) 
Vervonding Nomor : 295 Sriwedari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah 
yang dituangkan dalam Akta Notaris  No.03 tanggal 3 Maret 2006 yang 
dibuat oleh Tergugat XII tersebut. Atau dengan kata lain pemberian surat 
kuasa No.04 tanggal 03 Maret 2006 tersebut merupakan assessor yang harus 
tunduk terhadap ketentuan perjanjian pokok yakni yang tertuang dalam Akta 
Notaris No.03 tanggal 3 Maret 2006.26 
3.4 Hasil Pembahasan 
3.4.1 Proses jual beli tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan 
dan cara penyelesaiannya karena terjadi sengketa pembatalan transaksi jual 
beli tanah secara sepihak oleh penjual 
Proses jual beli tanah dan rumah, yang menjadi objek adalah hak atas tanah 





Langkah awal yang dilakukan dalam jual beli harus dilakukan: a) Pengecekan 
keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor pertanahan yang berwenang; 
b) Para pihak harus melunasi pajak jual beli atas tanah dan bangunan tersebut; c) 
Penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Pengurusan bukti atas 
kepemilikan hak atas tanah meliputi beberapa hal sebagai berikut ini: a) 
Pendaftaran tanah;b) Bagaimana melakukan pengurusan sertifikat; c) 
Pendaftaran tanah untuk tanah bekas hak milik adat; d) Pensertifikatan tanah 
adat (tanah ulayat). 
 Jika tercapainya kesepakatan mengenai harga tanah, maka pembeli dan 
penjual datang ke kantor pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk membuat 
akta jual beli tanah. Persyaratan akta jual beli bagi penjual: a) Sertifikat asli hak 
atas tanah yang akan di jual; b) KTP; c) Bukti pembayaran pajak bumi dan 
bangunan (10 tahun trakhir); d) Surat persetujuan suami atau istri bagi yang 
sudah berkeluarga; e) Kartu keluarga. Sedangkan persyaratan akta jual beli bagi 
calon pemebeli: a) KTP; b) KK. 
4.1.1 Proses Jual Beli Tanah yang Sah Menurut Peraturan Perundang-
Undangan Dan Cara Penyelesaiannya Karena Terjadi Sengketa 
Pembatalan Transaksi Jual Beli Tanah Secara Sepihak oleh Penjual 
dan rumah. UUPA menerangkan bahwa hak milik kecuali yang diberikan 
kepada transmigran dan tanah wakaf, hak guna usaha, hak guna bangunan, 
dapat diadakan peralihan hak dengan cara jual beli. Subjek hukum dari 
persetujuan jual beli adalah perorangan atau individu, yakni penjual dan 
pembeli. Sementara subjek hukum dari badan hukum dalam persetujuan jual 
beli tanah dan rumah tidak dapat melakukan hubungan persetujuan jual beli 





Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian berdasarkan Bukti P.l 
(Foto Copy Akta Notaris No.03 tanggal 3Maret 2006 tentang Perjanjian 
pelepasan tanah tanah bekas perceel Recht Van Eigendom (RVE) Vervording 
No.295 Sriwedari Kota Surakarta antara Muh Jaril dengan Ahli waris R.M.T 
Wiryodiningrat) menyebutkan para pihak telah sepakat yang menyebutkan 
Tergugat I sampai dengan Tergugat XI akan melepaskan hak dengan cara ganti 
rugi dari Penggugat atas tanah bekas persil Recht Van Eigendom (Rve) 
vervonding No. 295 Sriwedari dengan nilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh 
tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar setelah tanah tersebut 
dapat diproses jual-beli. 
Tergugat dalam eksepsi mendalilkan telah mencabut Surat Kuasa No.04 
tanggal 03 Maret 2006 dengan Akta Pencabutan Surat Kuasa Nomor 14 tanggal 
4 Desember 2009 tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa yakni 
Pengugat, dikarenakan Pengugat tidak dapat melaksanakan maksud dan tujuan 
dari pemberian kuasa, berdasarkan ketentuan pasal 1813-1814 (vide jawaban 
paraTergugat hal.13). Tergugat menyatakan pencabutan surat kuasa kepada 
Pengugat berdasarkan ketentuan pasal 4 Akta Notaris No.03 tanggal 3 Maret 
2006 yakni lewatnya jangka waktu 6-8 delapan bulan guna pengurusan perkara 
tanah perceel bekas Recht Van Eigendom (RVE) Vervonding Nomor : 295 
Sriwedari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah oleh pengugat (vide jawaban 
dan duplik para Tergugat). Bahwa ketentuan pasal 4 angka 1 Akta Notaris 
No.03 tanggal 3 Maret 2006 tersebut diikuti dengan ketentuan angka 2 yang 
mengatur akibat jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam angka 1. Bahwa 
ketentuan pasal 4 angka 2 mengatur jika Penggugat gagal memenuhi 
kewajibannya maka berakibat terhadap uang yang telah diserahkan Pengugat 
kepada para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Akta Notaris 
No.03 tanggal 3 Maret 2006 tersebut, dan tidak berkaitan sama sekali dengan 
surat kuasa yang diatur dalam pasal 5 akta tersebut. 
4.1.2  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menentukan  Pembuktian  Terhadap  Perkara 
Pembatalan Transaksi Jual Beli Tanah Secara Sepihak Oleh Penjual 
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oleh pihak penjuan dan pembeli, diwajibkan untuk memastikan bahwa tanah yang 
dijadikan obyek jual beli tersebut sedang tidak dalam sengketa. 
b. Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri agar tetap cermat dan teliti 
dalam memeriksa dan memutus terhadap perkara pembatalan jual beli hak atas 
tanah sengketa. Sehingga dalam proses pemeriksaan pembuktian dipersidangan 
Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya 
atau tidak. Jika memang Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya maka 
4.2 Saran 
a. Bagi Notaris dan PPAT sebaiknya sebelum memproses jual beli yang dilakukan 
4.1.3 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara 
Pembatalan Transaksi Jual Beli Tanah Secara Sepihak oleh Penjual 
Bahwa Penggugat telah setuju dan sepakat membeli tanah yang merjadi hak 
warisan Para Tergugat I s/d. XI peninggalan almarhum RMT. Wiryodiningrat yakni 
tanah perceel  bekas Recht Van Eigendom (RVE) Vervonding Nomor: 295, 
Sriwedari Kota Surakarta luas lebih kurang 99.889 M2. Tanpa sebab dan alasan 
yang jelas serta dibenarkan menurut hukum, Surat Kuasa dalam Akta Notaris No.04 
tgl. 03 Maret 2006 (sebagai partij akta) secara sepihak pada tgI 04 Desember 2009 
telah dicabut dengan Akta Notaris Nomor: 14 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 
XII (Tri Budi Esti, S.H. Notaris/PPAT ) di Surakarta, perbuatan hukum yang, 
demikian adalah tidak sah dan Pencabutan Surat Kuasa tersebut adalah cacat 
hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya, 
 Berdasarkan keterangan kedua belah pihak, maka hakim menyatakan 
Tergugat tidak dapat memberikan alasan yang dibenarkan dalam hukum yang 
berlaku mengenai pencabutan Surat Kuasa dalam akta Notaris No.04 tgl. 03 
maret 2006 oleh para Tergugat I s/d XI dari Penggugat, sebagaimana Akta 
Notaris No. 14 tgl 9 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 
XII dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan musyawarah adalah 
merupakan perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat sebagai 
pembeIi tanah posita 1 gugatan yang sudah terikat dengan persetujuan dan 
kesepakatan dengan para Tergugat I  s/d X1. 
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Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat demikian 
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